PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/ 20 /PBI1/2009

TENTANG

TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN
RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa upaya penyehatan terhadap Baatkreditan
Rakyat merupakan kegiatan yang berkelanjutan dalam
rangka mendorong tumbuhnya industri Bank Perkredita

Rakyat yang sehat;

b. bahwa sebagai bagian dari upaya penyehatan, Bank
Perkreditan Rakyat yang mengalami kesulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya ditetapkan oleh

Bank Indonesia dalam status pengawasan khusus;

c. bahwa dalam rangka penyehatan Bank PerkreditanaRaky
dalam status pengawasan khusus, diperlukan pemngatur
yang memberikan landasan bagi penyehatan Bank

Perkreditan Rakyat;

d. bahwa ...



Mengingat:

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatumkali
ketentuan tentang tindak lanjut penanganan terhBaaj

Perkreditan Rakyat dalam status pengawasan khusus;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992atemtPerbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomo
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang- ...




Menetapkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga
Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indanes
Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pénggan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo
8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Komo
4963);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TINAK
LANJUT  PENANGANAN  TERHADAP  BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM STATUS
PENGAWASAN KHUSUS.

BAB I ...



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundjae:

1.

Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebBRBadalah Bank
Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam gadadang Nomor
7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telatahdidengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksandiegiatan

usaha secara konvensional;

Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya diddbBf adalah badan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang N@rholahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimedeta diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 200&ng Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nd@&mdahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Ta004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undanmiflaean Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahanlagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4963);

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, yang r§ataya disebut
dengan Rasio KPMM, adalah perbandingan antara mioaak terhadap
aktiva tertimbang menurut risiko sebagaimana did&lam Peraturan Bank
Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal MimmuBank

Perkreditan Rakyat;

4.Cash ...



1)

(2)

3)

Cash Ratio, yang selanjutnya disebut dengan CR, adalah peitogam
antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagemdiatur dalam
ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Peniltiiagkat Kesehatan
Bank Perkreditan Rakyat.

BAB Il
BPR DALAM PENGAWASAN KHUSUS
Pasal 2

Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu BPR mengalasulitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR terdidtapkan

dalam status pengawasan khusus.

Bank Indonesia menetapkan BPR dalam status pengaw#busus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memén(ghiu) atau lebih

kriteria sebagai berikut:
a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen);

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kumderg 3% (tiga

persen).

Bank Indonesia memberitahukan mengenai penetapdh d&Pam status

pengawasan khusus kepada BPR yang bersangkutan.

Pasal 3 ...



Pasal 3

Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimd&krd Pasal 2, Bank

Indonesia dapat memerintahkan BPR dan/atau pemesgamgm BPR untuk

melakukan tindakan antara lain:

a.

b.

menambah modal,

menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dampaghitungkan

kerugian BPR dengan modalnya,
mengganti anggota Direksi dan/atau Dewan Komi&PiR,
melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR lain,

menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengdibiteluruh
kewajiban BPR,

menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagiant&egBPR kepada

pihak lain,

menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewapBPR kepada pihak

lain, dan/atau

menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktg ghtetapkan oleh

Bank Indonesia.

Pasal 4 ...



Pasal 4

BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan klaghagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) wajib:

a.

(1)

(2)

menyampaikan rencana tindadctjon plan) penyehatan BPR yang realistis
sesuai dengan permasalahan yang dihadapi palingataimh (tujuh) hari
kerja sejak BPR ditetapkan dalam status pengawddarsus yang
ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris damrmé&gang Saham
Pengendali BPR;

melaksanakaaction plan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

menyampaikan laporan pelaksanaastion plan sebagaimana dimaksud
pada huruf b paling lambat 5 (lima) hari kerja Edtepelaksanaaaction

plan;

melakukan penyesuaiamaction plan yang disampaikan sebagaimana

dimaksud pada huruf a atas permintaan Bank Indanesi

Pasal 5

Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengeiR Bang

ditetapkan dalam status pengawasan khusus.

Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksudagat4l) disertai
dengan keterangan mengenai kondisi BPR yang beastamg

BAB Il ...



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB Il
LARANGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA
Pasal 6

BPR dalam status pengawasan khusus yang memislo KPMM sama
dengan atau kurang dari 0% (nol persen) dan/atauatRrata selama 6
(enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang 1dari(satu persen),

dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan perajaldana.

Larangan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaumaaksud pada
ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan larangampa dengan BPR

keluar dari status pengawasan khusus.

Pasal 7

Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimdktaud Pasal 2,
Bank Indonesia dapat menempatkan petugas Bank dsdonuntuk
melakukan pemantauan secara langsung terhadaptetegigperasional
BPR.

Penempatan petugas Bank Indonesia sebagaimanastichpkda ayat (1)
tidak mengurangi tanggungjawab pengurus dan/atmegang saham BPR

terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR.

BAB IV ...



BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 8

(1) Jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimdktaud Pasal 2
ditetapkan paling lama 180 (seratus delapan puhdr) sejak tanggal

penetapan BPR dalam status pengawasan khususasrimionesia.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat @K teamasuk waktu
yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk melakuyemelitian terhadap
upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Bi®Ragaimana
dimaksud dalam Pasal 3, apabila waktu yang digunakdauk penelitian

melampaui batas waktu pengawasan khusus.

(3) Dalam hal jangka waktu pengawasan khusus sebagaidiaraksud pada
ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka jangka waktu

pengawasan khusus tersebut jatuh pada hari ketiatrngya.

BAB V
PENAMBAHAN MODAL DAN PENCAIRAN SETORAN MODAL
PADA ESCROW ACCOUNT
Pasal 9

(1) Penambahan modal yang dilakukan oleh BPR dalamss{a¢ngawasan

khusus wajib ditempatkan dalasscrow account di Bank Umum.

(2) Bank ...



(2)

3)

(4)

(5)

1)

-10 -

Bank Indonesia melakukan penelitian atas penambahadal BPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikahwa
penambahan modal tersebut telah sesuai dengantuatepermodalan

yang berlaku.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian Bank Indangsnambahan modal
BPR tidak memenuhi ketentuan permodalan sebagaimiamaksud pada
ayat (2) maka penambahan modal tersebut tidak ddipatrhitungkan

sebagai dana setoran modal.

BPR dalam status pengawasan khusus yang telah ukalalpenambahan
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyat dapkkukan

pencairan dana dalaescrow account dengan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberikan persetujuan atas pernaohpancairan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah Bardnésth melakukan

penelitian atas dana setoran modal sebagaiman&siich@ada ayat (2).

BAB VI
PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
Pasal 10

Jangka waktu status pengawasan khusus BPR sebagaicimaksud
dalam Pasal 8 dapat diperpanjang 1 (satu) kali atejangka waktu paling
lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak bamakdhijangka waktu

status pengawasan khusus.

(2) BPR ...



(2)

3)

(4)

(5)

-11 -

BPR dapat mengajukan permohonan perpanjangan jawgk&u status
pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada aydendan syarat

BPR telah meningkatkan:

a. rasio KPMM paling kurang sebesar 75% (tujuh puluhal persen)
dari selisih untuk mencapai rasio KPMM 4% (empater) dan rasio
KPMM lebih dari 0% (nol persen); dan/atau

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir patungng sebesar
75% (tujuh puluh lima persen) dari selisih untuknecegpai CR 3%
(tiga persen) dan CR lebih dari 1% (satu persen).

BPR yang tidak memenuhi ayat (2) namun sumber datman modalnya
berasal dari APBD dapat mengajukan permohonan pgmgan jangka
waktu status pengawasan khusus disertai dengantrkemi pemegang
saham untuk menambah setoran modal sehingga matkagk rasio
KPMM menjadi paling kurang 4% (empat persen) danr@-rata selama

6 (enam) bulan terakhir paling kurang 3% (tiga ee)s

Permohonan perpanjangan jangka waktu status pesgaw&husus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (@mpakan kepada
Bank Indonesia paling lambat dalam batas waktu (§8€atus lima puluh)

hari sejak BPR ditetapkan dalam pengawasan khusus.

Apabila BPR menyampaikan permohonan melewati bateaktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka diangdak thengajukan

permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasaughu

(6) Dalam ...



(6)

(7)

(1)

(2)

-12 -

Dalam hal batas waktu 150 (seratus lima puluh) $etsagaimana dimaksud
pada ayat (4) jatuh pada hari Sabtu atau hari llbaka penyampaian
permohonan perpanjangan jangka waktu pengawasasuskitilakukan

pada hari kerja berikutnya.

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolat@s permohonan
perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus setel@lakukan
penelitian atas permohonan perpanjangan jangkauvpattgawasan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB VII
BPR DIKELUARKAN DARI STATUS PENGAWASAN KHUSUS
Pasal 11

Bank Indonesia menetapkan BPR dikeluarkan dariustgengawasan

khusus apabila memenuhi kriteria:
a. Rasio KPMM paling kurang sebesar 4% (empat perskam),

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir p&iurgng sebesar 3%

(tiga persen).

Bank Indonesia memberitahukan kepada BPR sebagaitharaksud pada

ayat (1) bahwa:

a. BPR tersebut dikeluarkan dari status pengawasarsushuBank

Indonesia, dan

b. larangan ...




b.

-13 -

larangan melakukan kegiatan penghimpunan dan pemayaldana
bagi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gyditébut.

(3) Bank Indonesia memberitahukan kepada LPS mengeriR Bang

dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

BAB VIII

PEMBERITAHUAN KEPADA LPS DAN PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 12

(1) Selama jangka waktu status pengawasan khusus smlaagadimaksud

dalam Pasal 8 atau Pasal 10 ayat (1), Bank Indmsesvaktu-waktu dapat
memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk beekan

keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatk&h B&lam hal BPR

yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus mmbémériteria

sebagai berikut:

a.

BPR memiliki rasio KPMM sama dengan atau kurang @&s (nol
persen) dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) betakhir sama

dengan atau kurang dari 1% (satu persen); dan

berdasarkan penilaian Bank Indonesia, BPR tidak poam
meningkatkan rasio KPMM menjadi paling kurang sebd&o (empat
persen) dan CR rata-rata selama 6 (enam) bulakhteling kurang

sebesar 3% (tiga persen).

(2) Pada ...
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(2) Pada saat berakhirnya jangka waktu pengawasan &hssbagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 10 ayat (1), Badbknesia
memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk bekan
keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatk&hyBing memenuhi

kriteria:
a. Rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen); dan/atau

b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kumdeng 3% (tiga

persen).

Pasal 13

Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan ekamyatan terhadap BPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bank Indomasncabut izin usaha

BPR yang bersangkutan setelah memperoleh pemheartatari LPS.

Pasal 14

(1) Bank Indonesia memberitahukan keputusan pencabmtanusaha BPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada BPFogasangkutan dan
LPS.

(2) Penyelesaian lebih lanjut BPR yang telah dicabntusahanya oleh Bank
Indonesia dilakukan oleh LPS sesuai dengan keteryiag berlaku.

BAB IX ...



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

- 15 -

BAB IX
PENGUMUMAN

Pasal 15
Bank Indonesia mengumumkan BPR yang ditetapkan:
a. dalam status pengawasan khusus;
b. dikeluarkan dari status pengawasan khusus;
pada hari yang sama dengan tanggal penetapan.
Bank Indonesia mengumumkan penetapan BPR yang:
a. dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran;dana

b. diperkenankan kembali melakukan penghimpunan darygheran

dana;
pada hari yang sama dengan tanggal penetapan.

BPR wajib mengumumkan larangan penghimpunan dagapgan dana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paidgang sama dengan

tanggal penetapan larangan.

Bank Indonesia mengumumkan keputusan pencabutanugaha BPR

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada maatyarak

Tatacara pengumuman sebagaimana dimaksud padélgayayat (2), ayat
(3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Suraafath Bank Indonesia.

BAB X ...



(1)

(2)

1)

(2)

-16 -

BAB X
PELAPORAN
Pasal 16

BPR dalam status pengawasan khusus wajib menyaanpkigoran neraca

harian secara mingguan kepada Bank Indonesia.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wadngiaikan pada hari

kerja pertama minggu berikutnya.

BAB Xl
SANKSI
Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pegaBRR dalam status
pengawasan khusus yang melanggar larangan sebagadmaaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sebagaidiaa&ksud dalam Pasal
49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 21%8ntang
Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndasepyriNomor 10
Tahun 1998.

BPR dalam status pengawasan khusus yang melanggentdan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasglat (3) dan/atau
Pasal 16 dapat dikenakan sanksi administratif selraggan Pasal 52 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang P&drasebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tah@8,Xt&rupa:

a. tequran ...
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a. teguran tertulis; dan/atau

b. pencantuman anggota pengurus dan/atau pemegangn S@ddam
daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidakud dalam
penilaian kemampuan dan kepatutan BPR sebagaimana dalam

ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB XIllI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

(1) Tindak lanjut penanganan terhadap BPR yang telatagkan dalam status
pengawasan khusus sebelum berlakunya Peraturan Baokesia ini

dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peratwaak [Bdonesia ini.

(2) Jangka waktu pengawasan khusus yang telah dillbi BPR yang telah
ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebe&ratuRn Bank
Indonesia ini berlaku, diperhitungkan sebagai bagiari jangka waktu
pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam Perd&ark Indonesia
ini.

(3) Larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagidaR pengawasan
khusus yang ditetapkan sebelum Peraturan Bank é&sinini, tetap

berlaku sampai dengan BPR keluar dari status peasgwkhusus.

BAB Xl ...
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BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesian@ka Peraturan Bank
Indonesia N0.7/34/PBI/2005 tentang Tindak Lanjubd®ganan Terhadap Bank
Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khuseserta ketentuan
pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku bagi BPRy yaelakukan kegiatan

usaha secara konvensional.

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukani li2ank Perkreditan Rakyat
eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdksar Staatsblad Tahun
1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

Pasal 21

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padggdahl Juli 20009.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyretagngan Peraturan Bank
Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaragarnd Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2009

Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

MIRANDA S. GOELTOM

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR31
DKBU



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 11/ 20 /PBI1/2009

TENTANG

TINDAK LANJUT PENANGANAN TERHADAP BANK PERKREDITAN
RAKYAT DALAM STATUS PENGAWASAN KHUSUS

UMUM

Dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakatdaph industri
BPR, diperlukan upaya penyehatan terhadap BPR pargjfat sistematis dan

berkelanjutan guna mendorong tumbuhnya industri B&iR) sehat.

Agar upaya penyehatan terhadap BPR yang mengalesuilitan yang
membahayakan kelangsungan usahanya dapat dilaladcara optimal maka
diperlukan upaya tindak lanjut yang sesuai denganaimpuan BPR, komitmen

pemilik dan alternatif peluang yang dimiliki.

Menyadari pentingnya upaya tindak lanjut yang tepasaran maka
diperlukan suatu ketentuan yang dapat memberikadorpan sekaligus
memberikan ruang bagi penanganan BPR dalam stamngawasan khusus,
dengan tetap memperhatikan aspek transparansi dantabilitas guna

melindungi kepentingan publik.

Dengan ...



Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2@@dang
Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diwbetkhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penet@peaturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tent@egubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaggamin Simpanan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republilomedia Tahun 2009
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanésmor 4963),
penyelesaian bank yang telah ditetapkan dalamssfsingawasan khusus serta
dinyatakan tidak dapat disehatkan lagi oleh Ban#tohesia dilakukan oleh

Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan kewengaggrdimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kerkb#dintuan tentang
tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam spengawasan khusus dalam

suatu Peraturan Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)

Penilaian Bank Indonesia dilakukan berdasarkan lpi@me yang

mendalam atas laporan dan pemeriksaan.

Ayat (2) ...



Ayat (2)
Huruf a
Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan dan/atau
pemeriksaan terakhir.
Huruf b
CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir digitun
berdasarkan posisi laporan bulanan BPR selamaaén(ebulan
terakhir.
Ayat (3)

Pemberitahuan mengenai penetapan status BPR daagawasan
khusus dilakukan melalui surat yang dapat disanapailsecara
langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/amegang
saham BPR, atau disampaikan secara tidak langsefaumnpos atau

sarana lain.

Pasal 3

Pelaksanaan perintah Bank Indonesia didasarkan d&igntuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 52ghtedang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telahhdddngan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 4 ...



Pasal 4

Huruf a
Yang dimaksud action plan yang realistis adalah telah
mempertimbangkan kemampuan BPR untuk melakukan ebaitgn
terutama perbaikan permodalan dan/atau likuidiglsingga dapat
dikeluarkan dari status pengawasan khusus.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Dalam hal batas waktu penyampaian laporan pelaksatéion plan
yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksarggtion plan
tersebut melampaubatas akhir jangka waktu pengawasan khusus
maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling kEmpada
tanggal berakhirnya jangka waktu status pengawidsasus.

Huruf d

Permintaan penyesuaiaction plan oleh Bank Indonesia dilakukan
antara lain apabila menurut penilaian Bank Inda@nksigkah-langkah
dan/atau target waktu penyelesaian yang disusun 8RR sesuai
dengan perkembangan kondisi BPR sehinggdon plan BPR

menjadi tidak realistis dan berpotensi tidak meactrget.
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Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan penghimpunan dang g#arang
adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungaatdardeposito

yang sumber dananya berasal dari :

a. Fresh money, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke
rekening BPR di bank lain, kecuali untuk angsurahipasan
kredit;

b. Pemindahbukuan selain dari :
1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama

2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus da

karyawan BPR yang bersangkutan ke akun tabungan.

Yang dimaksud dengan kegiatan penyaluran dana yhiagang
adalah penyaluran kredit baru, termasuk komitmerygleran kredit

yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangkauksirisasi kredit.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPR antara laémupa
penambahan modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penambahan modal adalah dztosars
modal dari pemilik/calon pemilik yang ditempatkaalaim bentuk
deposito pada Bank Umum di Indonesia, atas namaaDesubernur
Bank Indonesia qq BPR yang bersangkutan” dengarcamémmkan
keterangan “Pencairannya hanya dapat dilakukarabeteendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank ledaad .

Ayat (2) ...



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penambahan modal telah selrajan

ketentuan permodalan yang berlaku adalah:

a. Sumber dana setoran modal tidak berasal dari pamaoen

tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

b. Bagi calon pemegang saham, yang bersangkutanmeatenuhi
persyaratan administratif, antara lain tidak tengan dalam
Daftar Tidak Lulus dan Daftar Kredit Macet.

c. Bagi calon pemegang saham pengendali, yang bensamgk
telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutah & Proper
Test).

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Pasal 10
Ayat (1)

Permohonan perpanjangan jangka waktu status pesgawdiusus
disertai dengan alasan yang mendukung aldion plan yang telah
disesuaikan dengan adanya perpanjangan jangka \pekigawasan

khusus.
Ayat (2)
Contoh:

Untuk dapat mengajukan perpanjangan jangka waktatusst

pengawasan khusus:

1. BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan kllengan
rasio KPMM 1%, wajib meningkatkan rasio KPMM selresa
75% x (4%-1%) atau sama dengan 2,25%, sehinggaadien]
3,25% pada waktu mengajukan permohonan perpanjangan

jangka waktu pengawasan khusus.

2. BPR yang ditetapkan dalam status pengawasan kluesgan
rasio KPMM -14%, wajib meningkatkan rasio KPMM paji
kurang sebesar 75% x [4%-(-14%)] atau sama den@abPdl
sehingga menjadi -0,5%. Karena BPR wajib meningkatiasio
KPMM lebih besar 0% maka BPR wajib meningkatkarnioras
KPMM lebih dari 14% pada waktu mengajukan permohona

perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus.

Ayat (3) ...



Ayat (3)

Bentuk komitmen antara lain berupa surat dari pemggsaham
(gubernur/walikota/bupati) kepada Bank Indonesiagyanenyatakan
akan menambah modal disetor sesaeiion plan paling lambat
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangang
diberikan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Bank lstoraelalah
permohonan perpanjangan status pengawasan khuabsditerima
Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda teriapmbila
disampaikan langsung kepada Bank Indonesia ataggahrstempel

pos apabila dikirimkan melalui pos.

Dalam hal permohonan perpanjangan status pengawidsasus
disampaikan melalui pos, BPR dalam status pengawdsasus wajib
pula mengirimkan surat beserta dokumen terkait loneflaksimili

kepada Bank Indonesia pada hari yang sama.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11 ...
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Pasal 11
Ayat (1)

Penetapan BPR dikeluarkan dari status pengawassusidilakukan

tanpa menunggu penyelesaian proses hukum.

Yang termasuk dalam proses hukum adalah proses gigaigikan
dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketemeeimdang-
undangan yang berlaku antara lain dalam rangkanpesiaan modal

disetor, merger, konsolidasi, dan/atau akuisisi.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)

Apabila pelaksanaamaction plan BPR dinilai tidak sesuai, tidak
terdapat perbaikan kondisi keuangan dan/atau kioridisangan
semakin memburuk maka Bank Indonesia setelah meékabesurat
pembinaan kepada BPR, meminta kepada LPS untuk tuskaun

menyelamatkan atau tidak menyelamatkan.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antdain

pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.

Pasal 15

Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman dirkBRt&. Dalam
hal dianggap perlu, selain pengumuman di kantor ,BE®pat pula
dilakukan pengumuman pada kantor Kkelurahan/kecamatampat
kedudukan BPR yang bersangkutan dan/atau melallianneassa setempat

antara lain media cetak dan/atau media elektronik.
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Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan neradanhaecara
mingguan yaitupaling lambat pada hari kerja pertama minggu
berikutnya melampaubatas akhir jangka waktu pengawasan khusus
maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling Emb(satu) hari

kerja setelah berakhirnya jangka waktu status peagan khusus.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.
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Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
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